BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN
Dari uraian hasil penelitian diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :
5.1.1. Sertifikat ganda adalah dua buah sertifikat atau lebih dimana obyek tanahnya
sebagian atau seluruhnya sama, tetapi data subyeknya bisa sama atau bisa juga
berlainan. Walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah tentang adanya
pendaftaran tanah namun yang terjadi dalam masyarakat yakni adanya
peredaran sertifikat ganda. peredaran sertifikat ganda ini diakibatkan adanya

tumpang tindih dari sebuah lahan atau tanah.

5.1.2. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak
sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga
pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan
mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu
perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.

5.2 SARAN
Dari penjelasan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

5.2.1. Seharusnya pihak BPN harus lebih teliti dalam mengeluarkan sertifikat atas

tanah agar hal seperti perederan sertifikat ganda tidak akan terulang lagi, dan
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5.2.2.

pihak BPN seharusnya selalu teliti dalam memeriksa berkas dari tiap-tiap
pemohon yang ingin membuat sertifikat untuk kepemilikan hak atas tanah.
Selain itu para petugas pengukuran yang mempunyai tugas untuk mengukur
harus dipastikan sebaik-baiknya batas-batas atas tanah yang akan didaftarkan
di kantor BPN Kota Gorontalo agar hal seperti adanya tumpang tindih

sertifikat tidak akan sering terjadi.

Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak BPN sudah bagus, tapi
ada baiknya jika cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak BPN
dapat di teruskan kejenjang selanjutnya, tidak hanya sampai di tahap mediasi
saja, agar para pihak yang bersengketa sudah tidak akan lagi melapor di pihak
lain selain di BPN. Karena di kantor BPN sendiri sudah memiliki cara
penyelesaian yang dapat diterima baik pihak yang melapor maupun yang

terlapor.
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